
 

 
 

 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
NOMOR  71 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH  

BERUPA DENDA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk mendorong pencapaian penyerapan pajak daerah 

serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak daerah, Bupati dapat memberikan keringanan salah 
satunya berupa penghapusan sanksi administrasi pajak; 

 
b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 107 ayat (2) dan ayat 

(3) menyatakan penghapusan sanksi administratif pajak diatur 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

 
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) huruf b 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyebutkan 

bahwa permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang 

terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan ketentuan 
lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan diatur dengan 
Peraturan Bupati; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana 
tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 
973/BPPRD/X/2021/176 Tanggal 12 Oktober 2021, maka 
dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu  menetapkan  
Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda di Kabupaten 
Kepulauan Meranti; 



Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor  58  Tahun  2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor  12  Tahun  2019  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 34); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80  Tahun  2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 



 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07/Menkes/104/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Infeksi Novel Corona virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit 
Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 

Penanggulangannya; 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 
Nomor 5); 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti 
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 2); 
 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kepuluan Meranti Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten  Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 7); 

 

14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kepuluan Meranti Tahun Anggaran 2021 (Berita 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 88);  

 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 

2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala daerah  dan 
Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 
Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan  Menteri Dalam 
Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 
2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 

Tahun  2020   di Kabupaten dan Kota  Pada Provinsi Riau; 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN 
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH BERUPA DENDA DI 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepuluan Meranti. 



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kepuluan Meranti yang memiliki tugas dan fungsi di bidang 

Perpajakan Daerah. 
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kepuluan Meranti yang memiliki tugas dan fungsi di 
Bidang Perpajakn Daerah.  

6. Pajak Daerah, yang selanjutya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Pajak 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya 

kemakmuran rakyat.  
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah.  

8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab 
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 

kewajiban Wajib Pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.  

9. Penghapusan Sanksi Adminstrasi adalah penghapusan sanksi administrasi 

berupa denda/bunga, dengan dan kenaikan pajak yang timbul akibat pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak 
atau akibat dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah 

surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 
11. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang 
beserta sanksi administrasi. 

12. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah keridit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

13. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 

untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda 

 
BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 
 

Bagian Kesatu 

Maksud 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud penghapusan sanksi administrasi yaitu dalam rangka memberikan 
kesempatan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa 

dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu 
tertentu. 



(2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan kepada 

Wajib Pajak karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. 
 

Bagian Kedua 
Tujuan 

 

Pasal 3 
 

Penghapusan sanksi administratif bertujuan : 
a. mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak 

Daerah; 

b. mengoftimalkan upaya penerimaan daerah dari Pajak Daerah; dan 
c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan pajak. 

 

Bagian Ketiga 
Sasaran 

 
Pasal 4 

 

(1) Penghapusan sanksi administratif pada pajak daerah, diberikan berupa 
penghapusan bunga dan denda kepada wajip pajak yang melakukan 

pembayaran atas pajak terutang sampai dengan sebelum tahun perjalanan, 
meliputi:  
a. pajak hotel; 

b. pajak restoran; 
c. pajak hiburan; 
d. pajak reklame; 

e. pajak penerangan jalan; 
f. pajak parkir; 

g. pajak air tanah; 
h. pajak sarang burung wallet; 
i.    pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan 

j.    bea perolehan ha katas tanah dan bangunan.  
 

(2) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
merupakan pajak penerangan jalan yang sumber dayanya atas tenaga listrik 
yang dihasilkan sendiri. 

 
(3) Penghapusan sanksi administratif pajak daerah diberikan sebesar (100%). 

 

(4) Penghapusan sanksi administrative sebagamana dimaksud pada ayat (3) tidak 

menghilangkan kewajiban pembayaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.  
 

BAB III 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 5 
 

(1) Kepala perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menghapuskan 

sanksi administartif berupa bunga dan denda pajak terutang menurut 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.  

 
(2) Kepala perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat 

menghapuskan sanksi administfatif berupa bunga, denda yang terutama 

berdasarkan pertimbangan tertentu.  
 



(3) Penghapusan sanksi administrative pajak daerah berupa bunga dan denda 

yang terutang dilakukan terhadap; 
a. Kehilafan wajip pajak; atau 

b. Bukan karena kesalahan wajib pajak.   
 

(4) Penghapusan sanksi administrative sebagamana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD, SKPDKB 
atau SKPDKBT. 

 

Pasal 6 
 

Pemberian penghapusan sanksi administrative pajak daerah berupa bunga dan 

denda pajak terutang periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. 
 

Pasal 7 
 

(1) Masa pembayaran pajak untuk pemberian penghapusan sanksi administratif 

Pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud pasal 5 berlaku mulai Peraturan 
Bupati ini ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. 
 

(2) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Derah Kabupaten Kepuluan Meranti. 

 

  

Ditetapkan di Selatpnjang 

pada tanggal 2 november 2021 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
ttd 

 

         MUHAMMAD ADIL 

 

 
 

Diundangkan di Selatpanjang 

pada tanggal 2 november 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 
 

               

      ttd 

 

KAMSOL 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 72 


